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Bl DANG HU KUM KEPIDANAAN 

Sumatera Utar.i m('rupakan salah satu kota be<.ar di Indonesia juga 
mempunyai frekuensi angka kasus korups1 yang cuJ..-up tinggi Kasus-1..asus 
korupsi ini banyak dilakukan ofoh orang-orang yang mempunvai fungsi 
strategis baik di lt.>mbdgd legislatif, yudikatif maupun eksekutif, modus 
operandi korupsi yang semakin rapi terkadang men)ddi satu kendala 
membukti.kan adanya lindak pidana korupsi 

Korupsi berasaJ dari perkataan latin "com1ptim1" atau "r<>rmpt11>" yang 
berarti kecurangan atau perubahan, dan penyimpang.tn. Korupsi berarti 
setiap orang yang se<:ara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya din senchn atau or.mg lain atau suatu korpor.isi yang dapat 
merugikan keuangan m'gara atau perekonomian negara. 

Sedangkan Penyidikan merupakan hal yang tcrpcnting dalam proses 
pengungl..apan suatu perkara, di penyidikan inilah fokus terh.1dap suatu 
pcrkara, karena jika paJa penyidikan ini tidak fokus maJ..a tidal al.an 
terkun1pul bukti bukti dan dengan sendirinya berakib.lt tidal terungkapnya 
suatu perkara Korupsi termasuk kepada saJah ScJtu jenis tindak pidana 
khusus (TPK) sehingga undang-undang juga mengatur ketentuan khusus 
untuk penanganannya. )ak.sa pun mcrupakan penegak hukum ) ang sangat 
penting peran dan tug.isnya dalam menanggulangi ke jahatan dan 
menegakkan hukunl. 

Keja.ksaan memiliki peran dan wewenang dalam penyidikan tindak 
pidana korupsi tidak ada diatur sccara eksplisit. Namun dalam Undang
undang yang mengatur tent.mg profesi Ja.ksa, juga KUHAP -;cbaga1 dasar 
u.mum bagi pelaksanaan pcradi.Lln di Indonesia mcngatur tentang peran dan 
wewenang dari Keja�an dan Kepolisian ini, selain undang-undang 
tersendiri yang meng.ltur tentang profesi Jaksa dan Poli..cti Kejaksaan 
memiliki hak khusus untuk menangani penyidiJ..an tindak pidana khusus, 
termasuk tindak pidana korupsi. 
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Pl'nl'litian ini dilakukan penulis lakukan dcng,1n penelitian lapangan 
di Kejaksaan Tinggi Sumatl'ra Utara dan penclil1<1n kl'pustakaan, yaitu 
dengan mcncari data-dat.l y,rng bl'rhubungan dcngun tindak pidana korup:.i 
dan kcwl'nangan Kcjak.5aan sebagai pcnyidik. 

Apabila seorang penyidik mcnerima suatu laporan atau pengaduan 
dari �rang, baik sccara tl'rtulis yang hams ditanda tangani olch 
pclapor/pengadu maupun dapat c;ecara lisan kemudUUl dicatat pcnyidik 
dan d1tanda tangani baik oleh pelapor/pengadu maupun penyiruk (pasal 108 
ayat (4) d<1n ayat (5) KUHAP) tentang dugaan adanya Tindak Pidana 
Korups1 maka sebelum dil.ikukan penyidikan diperlukan adanyd 
penyetidikan terlebib dahuJu terhadap kebenarnn J,1poran/ pengaduan 
tersebut. 

Langkah awal d,m men<lasar untuk meghadapi dan memberant.a!> 
Koru�i ini adalah dengan mcmperkuat landasan hut.um yang dapat 
mendukung pembentukan pemenntah yang bersih dan bebas dan koru�i 
sejak l.Jni dan untuk masa yang al.dn datang. 

Medan, 

. . - ·-·---··-

2003 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




